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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDES) di Desa pamanto Kecamatan empang  Kabupaten 

Sumbawa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dimana sebelum 

dibuat suatu keputusan desa, maka diadakan dulu rapat Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir bersama aparat Desa, semua 

anggata Badan Permsyawaratan Desa(BPD) dan tokoh masyarakat dan 

untuk menentukan anggaran tersebut yang disepakati oleh kepala Desa 

dan disahkan oleh Bupati Sumbawa. 

2. Realisasi pelaksanaan program kegiatan yang tersusun dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) telah terealisasi 

seluruhnya sesuai dengan rencana, dimana untuk tahun anggaran 2020 

anggaran yang terealisasi terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp.  

1.242.232.285/tahun dan anggaran pembangunan sebesar 

Rp.828.509.440/ Tahun jadi totalnya sebesar Rp.2.070.741.690/ 

Tahun. 
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2.2 Saran 

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Agar Hak Otonomi Desa dapat berjalan sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014, maka kiranya 

diupaya kan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat 

pada Pemerintah Desa, baik dari peningkatan yang menyakut fisik 

maupun mental, untuk itu dalam rangka penyesuaian formasi 

perangkat Desa, diperhatikan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

perangkat Desa tersebut, perangkat dibawah Kepala Desa diusahakan 

minimal setingkat Sekolah Lanjud Tingkat Pertama(SLTA), dan 

untuk Kepala Desa di atas SLTA. 

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDES) 

hakekatnya sendiri mungkin dari secermat mungki jangan sampai 

pengeluaran jauh lebih besar dari jumlah penerimaan, sehingga dalam 

realisasi pelaksanaan  pembangunan tidak seimbang antara 

penerimaan dan pengeluaran serta banyaknya program atau rencana 

yang tidak terlaksana, karena tidak ada sumber dananya. 

3. Dalam Penyusunan suatu rencana perlu disusun berdasarkan urutan 

prioritas, artinya penyusunan suatu rencana kegiatan perlu 

memperhatikan mana program yang sangat mendesak, yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak didahulukan dan perlu upaya 

mendorong peningkatan partisipasi aktif seluruh masyarakat yang 

terlibat dalam  proses pembangunan. 
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